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PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1.

Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar
akademik (sarjana) baik di Universitas ichsan Gorontalo maupun di perguruan

tinggi lainnya.

. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri

tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.

. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah

dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan
dalam naskah ini dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar

pustaka

. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguh-sungguhnya dan apabila

dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan
ini, maka saya bersedia menerima sangsi akademik berupa pencabutan gelar
yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sangsi lainnya sesuai norma
yang berlaku diperguruan tinggi ini
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ABSTRACT

YUSAN AHMAD. S2117151. THE PERFORMANCE OF THE VILLAGE
CONSULTATIVE AGENCY OF SUKA MAKMUR IN PATILANGGIO
SUBDISTRICT, POHUWATO DISTRICT

The purpose of the study is to find out and obtain an overview of the performance
of The Village Consultative Agency of Suka Makmur village in Patilanggio sub-
subdistrict, Pohuwato District. The object of the study is the performance of the
Village Consultative Agency of Suka Makmur village in Patilanggio, Pohuwato
District. This study takes 2 months. The research design that the authors use is the
qualitative method with 13 research informants. The results of the study indicate
that: 1) the performance of the Village Consultative Agency of Suka Makmur village
in carrying out its role as a partner institution and the village government has
carried out its duties and functions well. Good relations are well-established with
all elements of the village government and with the community. However, it needs
to be maintained and even improved in a work environment that is more in touch
with the needs of the community, such as providing opportunities for people who
really meet the requirements in providing stimulus assistance. 2) the responsiveness
that is manifested by elements of the Village Consultative Agency of Suka Makmur
village through openness and the response given by the Village Consultati
Agency members to the aspirations expressed by the community, g5pe

that are directly related to elements of the community togetheff
government in carrying out their duties and responsibilities toft
has the ability to respond to aspirations that are in direct contad
the community as a whole.

Keywords: Performance, Village Consultative Agency



ABSTRAK

YUSAN AHMAD, S2117151, KINERJA BADAN PERMUSYARATAN DESA
(BPD) SUKA MAKMUR KECAMATAN PATILANGGIO KABUPATEN
POHUWATO

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang
kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) suka makmur kecamatan Patilanggio
kabupaten Pohuwato. Objek penelitian adalah kinerja badan permusyuwaratan desa
(BPD) suka makmur kecamatan Patilanggio kabupaten Pohuwato. Penelitian ini
dilakukan kurang lebih 2 bulan, sedangkan desain penelitian, penulis menggunakan
metode kualitatif, dengan informan penelitian 13 orang informan. Hasil penelitian
menunjukan bahwa:1) kinerja permusyuwaratan desa (BPD) desa suka makmur
dalam melaksanakan peranannya sebagai lembaga mitra dan pemerintahan desa
suka makmur Telah melakukan tugas dan fungsi secara baik hubungan baik yang
terjalin dengan semua unsur yang Ada di lingkungan pemerintahan desa maupun
dengan masyarakat sudah baik. Namun hal ini perlu di pertahankan bahkan
ditingkatkan lagi dalam lingkungan kerja yang lebih bersentuhan dengan kebutuhan
masyarakat seperti pemberian kesempatan kepada masyarakat yang benar-benar
memenuhi syarat dalam pemberian bantuan yang sifatnya stimulus. 2) daya tanggap
yang diwujudkan oleh unsur badan permusyuwaratan desa (BPD) desa suka
makmur melalu1 keterbukan serta respon yang di berikan oleh angota BPD

menyeluruh.

Kata kunci: Kinerja, BPD
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang- Undang No.32
Tahun 2004).

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong-
royong, adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur
kehidupan kemasyarakatannya. Di samping itu umumnya wilayah desa terdiri atas
daerah pertanian, perikanan, perkebunan, sehingga mata pencahariannya sebagian
besar berdasarkan potensi yang sudah ditekuni masyarakat. Desa berada di bawah
koordinasi pemerintahan Kecamatan serta kabupaten.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
memasukkan konsep tentang desentralisasi desa. Ditetapkan peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang merupakan pedoman penyelengaraan
pemerintahan desa. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan RI
yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang
demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin

atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintah desa sekaligus



merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap
warganya.

Sebagai perwujudan demokrasi di desa dibentuk Badan Permusyawaratan
Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah
UU No. 32 Tahun 2004 ‘“Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan
Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat”. Dengan adanya amandemen UUD 1945 berpengaruh juga terhadap
peraturan-peraturan lainnya seperti pada Undang-Undang Pemerintahan
Daerah. Kekurangan-kekurangan dalam UU No.22 tahun 1999 disempurnakan
dalam UU No. 32 Tahun 2004. Dengan adanya perubahan tersebut fungsi BPD
menjadi berkurang yaitu tidak lagi mengayomi adat istiadat.

Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahannya, yang merupakan
subsistem dari penyelenggaraan pemerintah, memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya guna dan
berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan. Kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Suka Makmur dilaksanakan oleh
pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Penyelenggara pemerintah desa diawasi oleh BPD.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat
di desa, yang merupakan mitra kerja pemerintah desa di bidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislasi,

pengawasan, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa.



Di setiap Desa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sedikit
banyaknya jumlah anggota BPD ditentukan dengan jumlah penduduk di desa
tersebut. Di Desa Suka Makmur anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
berjumlah 6 (Enam) orang dan 1 (satu) orang ketua BPD. BPD Suka Makmur
berjumlah 7 orang. Disini sudah jelas bahwa jumlah penduduk Desa, sedikit
banyak jumlah anggota BPD dalam suatu desa bukan berarti menjadi jaminan
bahwa desa yang mempunyai anggota BPD lebih banyak maka desa tersebut akan
lebih maju dibanding dengan desa yang mempunyai anggota BPD lebih sedikit,
akan tetapi maju dan tidaknya suatu desa tersebut lebih ditentukan dari kinerja
BPD itu sendiri, karena BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa yang sangat
berperan bagi kemajuan desa yang demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menampung aspirasi
masyarakat, serta menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa harus
berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat desa merasa terlindungi
olen para wakil-wakilnya di BPD. Kinerja pemerintah desa dalam
menyelenggarakan pemerintahan desa diawasi oleh BPD.

Penyelenggara pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih
baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa menunjukan
kesadarannya terhadap pemerintah desa yang didampingi oleh BPD. Sehingga
masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah desa
yang lebih bersih dari unsur-unsur KKN.

Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi penulis bahwa Badan

Permusyaratan Desa ini masih memperoleh tanggapan yang kurang baik dari



masyarakat, misalnya dalam pendampingan program di desa sering tidak bersifat
merata karena ada masyarakat yang perlu diperjuangkan dalam memperoleh
sentuhan program tetapi kurang diperhatikan, kemudian anggota BPD ini tidak
memperhatikan aspirasi masyarakat dalam pembangunan yang lebih
membutuhkan, sering cenderung pada apa yang disepakati dengan pimpinan di
desa, misalnya ada masyarakat yang butuh rumah layak huni, tetapi BPD sering
tidak tau kalau ada masyarakatnya yang membutuhkannya. Perilaku membeda-
bedakan layanan kepada masyarakat sering juga terjadi. Dengan demikian
penyelenggaraan pemerintah di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio
Kabupaten Pohuwato, padahal jika kita memperhatikan ketentuan yang berlaku,
maka BPD harus mengacu pada aturan pemerintah yang ditetapkan. Oleh karena
itu BPD sebagai lembaga legislasi dalam pemerintahan desa diharapkan benar-
benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang sudah ditetapkan.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian secara mendalam dengan mengambil judul “Kinerja Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio
Kabupaten Pohuwato”
1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka, permasalahan yang muncul
dalam penelitian ini adalah:” Bagaimana Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di

Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.



1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Suka Makmur Kecamatan
Patilanggio Kabupaten Pohuwato.
1.4 Manfaat Penelitian
Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka manfaat penelitian adalah
sebagai berikut:
1. Secara Teoritis.
Adapun manfaat penelitian secara teoritis adalah dapat menambah hasanah
pengetahuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada
ilmu pemerintahan lebih khusus mengenai kinerja BPD.
2. Manfaat Praktis.
Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terutama kepada
pemerintah selaku penyelenggara pememrintahan, agar dalam pelaksanaan
tugasnya BPD dapat menjadi bahan pertimbangan sehingga BPD dapat

berkinerja dengan baik.



BAB |1

TINJAUN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan kemampuan kerja (Salam, 2003:135). Kinerja
merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-
pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi
dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui
dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksana suatu
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan
visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (strategic
planning) suatu organisasi (BPKP,2000:9). Kinerja dapat juga diartikan
sebagai prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam suatu periode tertentu.
Prestasi organisasi merupakan tampilan wajah organisasi dalam menjalankan
kegiatannya. Dengan Kinerja, organisasi dapat mengetahui sampai peringkat
keberapa prestasi keberhasilan atau bahkan mungkin kegagalannya dalam
menjalankan amanah yang diterimanya.

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi.

2.2 Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja dalam pemerintahan bukanlah suatu aktivitas yang

baru. Setiap departemen, satuan kerja, dan unit pelaksana tugas, telah



diprogram untuk mengumpulkan informasi berupa laporan berkala
(triwulan/semester/tahun) atas pelaksana tugas pokok dan fungsi. Menurut
Reference Guide, Province of Albert Canada, menyatakan bahwa pengukuran
kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai
dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkesinambungan memberikan
umpan balik (feed back), yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan
secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang.
Melalui pengukuran kinerja diharapkan instansi pemerintah dapat mengetahui
kinerja dalam suatu periode tertentu. Dengan adanya suatu pengukuran Kinerja
maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi.
Pengukuran Kkinerja setiap instansi dapat diperbandingkan dengan instansi yang
sejenis, sehingga penghargaan dan tindakan disiplin dapat dilakukan secara lebih
objektif.

Pengukuran Kinerja penting peranannya sebagai alat manajemen, yaitu
sebagai berikut.

1) Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untu
pencapaian Kinerja.

2) Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.

3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya

dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.



4) Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksana
yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang btelah
disepakati.

5) Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya
memperbaiki kinerja organisasi.

6) Mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.

7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.

8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

9) Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.

10) Mengungkapkan permasalahan yang terjadi. (BPKP, 000:23)

Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program
secara keseluruhan, karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong pencapaian
kinerja tersebut. Biasanya menggunakan kata-kata “baik”, “efektif’, dan “on-
time” untuk menilai secara subjektif atas out put dari suatu program. Terlepas
dari besar, jenis, sektor, atau spesialisasinya, setiap organisasi biasanya
cenderung tertarik pada pengukuran kinerja dalam aspek berikut ini:

1) Aspek keuangan, meliputi anggaran rutin dan pembangunan suatu instansi
pemerintah.

2) Kepuasan pelanggan. Semakin banyaknya tuntutan masyarakat akan
pelayanan yang berkualitas, maka instansi pemerintah dituntut untuk secara

terus-menerus memberikan pelayanan yang berkualitas prima.



3) Operasi bisnis internal. Diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan
instansi pemerintah sudah seirama untuk mencapai tujuan dan sasaran
organisasi seperti yang tercantum dalam perencanaan strategi.

4) Kepuasan pegawai. Apabila pegawai tidak terkelola dengan baik, maka
kehancuran dari instansi pemerintah sungguh sulit untuk dicegah.

5) Kepuasan komunitas dan shareholders/stakeholders. Instansi pemerintah
tidak beroperasi “in vacum”, artinya kegiatan instansi pemerintah berinteraksi
dengan berbagai pihak yang menaruh kepentingan terhadap keberadaannya.

6) Waktu.  Ukuran  waktu juga merupakan variabel vyang perlu
diperhatikan dalam mendesain pengukuran kinerja. (BPKP, 2000:9-10)

Dengan pengkuran kinerja diharapkan pola kerja pelaksanaan tugas
pembangunan dan tugas umum pemerintahan akan terlaksana secara lebih
efisien dan efektif dalam mewujudkan tujuan nasional. Hal tersebut sejalan
dengan apa yang diungkapkan oleh Lester R Bittel dan John W Newstrom dalam
bukunya What Every Supervisor Should Know, bahwa pengukuran kinerja akan
dapat berguna untuk:

1) Mendorong orang agar berperilaku positif atau memperbaiki tindakan mereka
yang standar kinerja (to encourage good behavior or to correct and discourage
below standard performance);

2) Sebagai bahan penilaian bagi manajemen apakah mereka telah bekerja dengan

baik (to satisfy them about how well they are doing); dan
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3) Memberikan dasar yang kuat bagi pembuatan kebijakan untuk peningkatan
organisasi (to provide a firm foundation for later judgements that concern on
the organization’s improvement).

2.3 Ciri-Ciri Kinerja Pelayanan Publik Profesional

Model kinerja pelayanan public yang professional adalah pelayanan public
yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan

(aparatur pemerintah). Yang cirri-cirinya adalah sebagai berikut :

a. Efektif, yaitu lebih mengutamakan pada pencapaian tujuan dan sasaran.

b. Sederhana yaitu prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah,
cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan
oleh masyarakat pengguna layanan;

c. Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung arti adanya kejelasan dan
kepastian: 1) prosedur tata cara pelayanan;2) persyaratan pelayanan, baik
teknis maupun persyaratan administrasi; 3) unit kerja dan/atau pejabat yang
berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan; 4) perincian
biaya/tariff pelayanan dan tata cara pembayarannya; 5) jadwal waktu
penyelesaian pelayana,

d. Keterbukaan mengandung arti prosedur/tata cara persyaratan, satuan
kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian,
perinciran waktu /tariff serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses
pelayanan wajib diinformasikan secara terbukaa agar mudah dikethui dan
dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak.

e. Efesiensi yang mengandung arti bahwa :
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a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung
dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan
keterpaduan antara persyaratan dan produk pelayanan yang berkaitan;

b. Percegahan adanya pengulangan pemenuhan persyaratan dari satuan kerja
/instansi pemerintah lain yang terkait.

c. Ketepatan waktu mengandung arti pelakasanaan pelayanan masyarakat
dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

d. Responsif, yaitu lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi
masalah dan kebutuhan dalam aspirasi masyarakat yang dilayani.

e. Adaptif, yaitu cepat menyesuaikan terhadap tuntutan, keinginan, dan aspirasi
masyarakat yang dilayani yang semakin berkembang.

2.4 Evaluasi Kinerja
Evaluasi kinerja diartikan sebagai suatu proses umpan balik atas kinerja
yang lalu dan mendorong adanya produktivitas dimasa mendatang (BPKP,
2000:11). Evaluasi kinerja tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila
dilakukan dengan cara-cara atau metode yang tidak tepat. Cara- cara evaluasi
kinerja yang dapat dilakukan adalah dengan cara membandingkan beberapa hal
sebagai berikut.
1) Tingkat kinerja yang diidentifikasikan sebagai tujuan dengan tingkat kinerja
nyata.
2) Proses yang dilakukan dengan organisasi lain yang terbaik
dibidangnya (benchmarking).

3) Realisasi dan target yang dibebankan dari instansi yang lebih tinggi.
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4) Realisasi periode yang dilaporkan tahun ini dengan realisasi pada periode
yang sama tahun lalu.
5) Rencana lima tahun dengan akumulasi realisasi sampai dengan tahun ini.

Macam-macam evaluasi kinerja adalah sebagi berikut.

1) Evaluasi Kkinerja kegiatan, menunjukkan capaian kinerja suatu unit
instansi pemerintah dalam suatu kurun waktu tertentu. Evaluasi ini
setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan
palaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.

2) Evaluasi kinerja program, merupakan evaluasi terhadap Kinerja program.
Program dapat didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan- kegiatan nyata,
sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi
pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang
merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan.

3) Evaluasi  kinerja  kebijaksanaan, merupakan evaluasi terhadap
ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan
ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan
atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah
ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya
mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Standar kinerja untuk setiap tugas dan jabatan memegang peranan penting,

dengan memiliki sumber daya manusia yang handal dn sumber daya non manusia
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yang mendukung maka suatu organisasi dapat memberikan hasil kerja yang baik
sehingga kualitas dan kuatitas kerja yang dihasilkan juga ikut mendukung
pencapaian tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi pada intinya adalah
bagaimana merealisasikan program-program kerja organisasi dalm bentuk kinerja
atau pelaksanaan tugas dari tugas-tugas rutin, umum dan pembangunan.

Dari pandangan para alhi di atas, maka penulis dapat memberikan
kesimpulan bahwa kinerja adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh
individu atau kelompok manusia untuk mewujudkan tujuan dari individu ataupun
kelompok tersebut. Menginat BPD adalah suatu organisasi atau lembaga yang
memiliki tugas dan fungsi yang jelas, diatur dalam undang-undang Nomor 6
Tahun 2014, maka kinerja BPD adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh
anggota BPD ataupun sekelompok anggota BPD dengan tujuan menjalankan
tugas dan fungsinya agar kesejahteraan masyarakat desa dapat dirasakan.

Tangkilisan (2005:52) mengemukakan pendapatnya mengenai criteria
pengukuran kinerja organisasi adalah sebagai berikut :

1. Efesiensi
Weihrich dan Koontz dalam Guswai (2009:52) menjelaskan bahwa efesiensi
adalah pencapaian sebuah sasaran akhir dengan memakai jumlah sumber daya
yang paling sedikit. Sedangkan Guswai sendiri menyatakan bahwa efesiensi
yakni ketika cara-cara kita dalam mencapai tujuan kita hanya membutuhkan

sumber daya sesedikit mungkin.
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2. Efektivitas.
Menurut Sudarmanto (2009:13) menyatakan bahwa efektivitas menyangkut
rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen
pembangunan. Pengerttian lain, menurut George Pualos dan Tannebaum
(Tangkilisan:2005 : 26) bahwa efektivitas adalah tingkat sejauh mana
organisasi yang merupakan system social dengan segala sumber daya dan
sarana tertentu yang tersedia memnuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan
menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya.
Sedangkan menurut Argris dalam Tangkilisan (2005:26) menyatakan bahwa
efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal
pada pencapaian tujuan, kemampuan dan pemanfaatan tenaga manusia.

3. Keadilan
Menurut Sudarmanto (2009:12) keadilan adalah menyangkut distribusi dan
aloksi layanan yang diselenggarakan organisasi pelayanan public. Sedangkan
Rawis (Shidarta, 1995 : 69) menyatakan bahwa keadilan adalah keseimbangan
antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Sementara itu menurut
Koehn (2000:97) keadilan adalah jika orang-orang mempunyai hak dalam
hubungan satau sama lain untuk kedudukan tertentu yang relative sama atau
tidak sama.

4. Daya tanggap
Lembaga BPD adalah suatu lembaga yang ada di desa, yang salah satu
kewenangannya adalah menampung aspirasi masyarakat, daya tanggap

merupakan hal yang patut diperhatikan. Daya tanggap sendiri seperti konsep
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lain pada umumnya yang memiliki pemahaman berbeda dari satu ahli dengan
ahli yang lain. Berikut beberapa pemahaman mengenai daya tanggap menurut
para ahli.

Menurut Sudarmanto (2009:12) pengertian dari daya tanggap berkenaan
dengan kebutuhan vital masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara
transparan. Pada ilmu manajemen public, daya tanggap sendiri berhubungan
dengan kemampuan/daya untuk merespon kebutuhan-kebutuhan pelanggan
(Tangkilisan.2005:26).

Pemahaman lain mengenai daya tanggap merupakan pertanggungjawaban
dari sisi yang menerima pelayanan (masyarakat), seberapa jauh mereka menilai,
dalam hal ini, pemerintah bersikap tanggap terhadap apa yang menjadi
permasalahan, kebutuhan, keluhan, dan aspirasi mereka (Tim LIPI1,2005)

Lembaga BPD merupakan lembaga legislative di Desa atau suatu lembaga
yang merupakan refresentasi masyarakat desa adalah ujung tombak sukses atau
tidaknya penerapan demokrasi di Desa. Oleh sebab itu Kinerja BPD selaku
lembaga perwakilan masyarakat Desa dituntut lebih efektif dalam hal penerapan
tugas dan fungsinya terutama dalam menampung aspirasi masyarakat.

2.5 Pemerintahan Desa

Dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi,
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk
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dalam sistem Pemerintahan Nasional dan barada di Kabupaten atau Kota.
Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman,
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan
kepada desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun
pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan
urusan pemerintah tertentu. Sedangkan desa di luar desa geneologis yaitu desa
yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa
ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya
pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan
kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan desa itu
sendiri.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun
hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat
dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan
BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan
perjanjian yang saling menguntungkan.

Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan
pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah,
sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.

Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai

wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya. Dalam
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upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang
bercirikan perkotaan dibentuk kelurahan sebagai unit pemerintahan kelurahan
yang berada di dalam daerah kabupaten dan/atau daerah kota.

Dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  dibentuk  Badan
Permusyawaratan Desa ( BPD ) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya
yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga
pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam
pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa, dan keputusan Kepala Desa.

Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai
mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Kepala
Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang dalam tata
cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada  Bupati  atau
walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala
Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada
rakyat menyampaikan informasi pokok- pokok pertanggungjawabannya namun
tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan
Desa untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-
hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban tersebut.

Desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan
daerah tetapi menjadi independent community, sehingga setiap warga desa dan
masyarakat desanya berhak berbicara atas kepentingannya sendiri dan bukan dari

atas ke bawahan seperti selama ini terjadi. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau
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digabungkan dengan memperhatikan asal- usulnya atas prakarsa masyarakat
dengan persetujuan pemerintahan kabupaten dan DPRD.

Di desa dibentuk pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa atau yang
disebut dengan nama lain dan perangkat desa. Perangkat Desa terdiri atas
sekretaris desa dan perangkat desa lainnya seperti perangkat pembantu kepala
desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan
dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem
penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggungjawab pada
BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada bupati.

Dalam menjalankan Pemerintahan Desa, pemerintah desa menerapkan
prinsip  koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Sedangkan  dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa:

a. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD; dan
b. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
tembusan Camat.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggungjawab
utama dalam bidang pembangunan Kepala Desa dapat dibantu lembaga
kemasyarakatan yang ada di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan
fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah serta
tanggungjawab kepada Kepala Desa, sedang kepala urusan berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada sekretaris desa.
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Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 209,
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah sebagai berikut.
a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.

b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang
diserahkan pengaturannya kepada desa.

c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau
pemerintah kabupaten atau kota.

d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan
diserahkan kepada desa.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintaha,
antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa
seperti : pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan,
pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antar desa, urusan
pembangunan, antara lain pemberdayaan masuarakat dalam penyediaan sarana
prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa,
pasar desa, dan urusan kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat
melalui pembinaan kehidupan social budaya masyarakat, seperti, bidang
kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.

Guna melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa Mempunyai wewenang
sebagai berikut :

a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

b. Mengajukan rancangan peraturan desa
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c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD

d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa
untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

e. Membina kehidupan masyarakat desa

f. Membina perekonomian desa

g. Mengkoordinasikan pembangunan desa (memfasilitasi dalam perencanaan,
pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di
desa).

h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa
hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan

I. Melaksanakan wewenng lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Desa mempunyai

kewajiban sebagi berikut :

a. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD Negara RI
Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat

d. Melaksanakan kehidupan demokrasi

e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN

f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa

g. Menaati dan menegakkan seluruh peratutan perundang-undangan

h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik

I. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keungan desa,
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J. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa,

k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;

I. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;

m. Membina,mengayomi dan melestarikan nilai-nilai social budaya dan adat
istiadat;

n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa, dan

0. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan
hidup.

Selain itu Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Lapora
penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan
Laporan Pertanggungjawaban kepada BPD, dan menginformasikan Laaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

2.6 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah untuk
melaksanakan demokrasi yang mewakili warga Desa dalam struktur Pemerintahan
Desa yang merupakan lembaga perwkilan masyarakat dalam Pemerintahan Desa.
Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
Pasal 30, yang menyatakan bahwa, BPD merupakan wakil dari penduduk desa
bersangkutan berdasarkan keterwaakilan wilayah. Masa jabatan anggota BPD
menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah 6 tahun dan dapat
diangkat/diusulkan kembali 3 kali masa jabatan berikutnya.  Berdasarkan

Peraturan Pemerintahn Nomor 43 Tahun 2014, pengisian keanggotaan BPD
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dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau
musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
1. Keanggotaan BPD

Keanggotaan BPD adalah sebagai berikut :

a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk
desa, berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara
musyawarah dan mufakat.

b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari Ketua Rukun
Warga, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau
pemuka masyarakat lainnya.

c. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat
diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

d. Jumlah anggota BPD berjumlah ganjil, minimal 5 (lima) orang maksimal 11
(sebelas) orang, berdasarkan : a) luas wilayah b).Jumlah penduduk, dan c)
kemampuan keuangan desa,

e. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota;

f. Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD  mengucapkan
sumpah/janjinsecara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh
Bupati/walikota

g. Pimpinan BPD terdiri dari :

a. Ketua ( 1 orang)

b. Wakil Ketua ( 1 orang)

c. Sekretaris (1 orang)
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(dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan peraturan desa bersama
Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan di samping
itu BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala desa,
maenampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan disamping itu BPP
mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka
pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintahan desa.

Dalam rangka melaksanakan fungsinya, BPD mempunyai wewenang
sebagai berikut :

a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan
Kepala desa.

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentia kepala desa.

d. Membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa.

e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi
masyarakat;

f. Menyususn tata tertib BPD

2. Hak dan Kewajiban BPD
Badan Permusyawaratan Desa Hak asebagai berikut :
a. Meminta Keterangan kepada Pemerintah Desa
b. Menyatakan pendapat.
1. Anggota BPD mempunyai hak

a. Mengajukan rancangan peraturan desa
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Mengajukan pertanyaan;
Menyampaikan ususl dan pendapat;
Memilih dan dipilih;

Memperoleh tunjangan

. Anggota BPD mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a.

Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perunda-

undangan.

. Melaksankan  kehidupan  demokrasi  dalam  penyelenggaraan

pemerintahan desa.

Mempertahankan dan memelihara hokum nasional serta keutuhan NKRI

. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi

masyarakat;

. Memproses pemilihan kepala desa (membentuk penitia pemilihan Kepala

Desa, menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan
calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih
kepada Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih)
Mendahulukan kepetingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok
dan golongan

Menghormati nilai-nilai social budaya dan adat istiadat masyarakat

setempat; dan

. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga

kemasyarakatan.
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Rapat Badan Permusyawaratan Desa :

Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD, rapat dinyatakan sah apabila dihadiri
oleh sekurang-kurangnya % (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan
keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

Dalam hal tertentu (rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan
kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi keperingan masyarakat desa dan
melakukan pinjaman), rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD. Dan keputusan ditetapkan
dengan perseyujuan sekurang-kurangnya Y2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) daru
jumlah anggota BPD yang hadir. Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan
BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD.

3. Kedudukan Keuangan BPD

Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengankemampuan
keuangan desa, yang ditetapkan dalam APBDesa. Untuk kegiatan BPD disediakan
biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa, yang dikelola oleh sekretaris
BPD, dan ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ialah penjelasan peneliti terhadap gejala yang menjadi
obyek permasalahan peneliti yang disusun berdasarkan kajian teoritis (Husain
Usman, 2017:68). Adapun gambaran dari pada kerangka piker peneliti didasarkan
pada pandangan Kinerja melalui Fing-fungsi BPD, sebagaimana dinyatakan

dalam Tangkilisan (2005:26) sebagai berikut :
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BAB IlI

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Kinerja Badan
Permusyawaratan Desa Di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten
Pohuwato. Penelitian ini dilakukan kurang lebih 2 Bulan.
3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan peneltian dalam bentuk deskriptif dengan
menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan
metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
dapat diambil (Moleong, 2002: 3).
3.3 Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-
eksklusi atau memasukkan-mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di
lapangan. Mungkin data cukup menarik, tetapi jika dipandang tidak relevan,
data itu tidak akan dihiraukan (Moleong, 2002: 62). Adapun yang menjadi Fokus
dalam penelitian ini adalah Kinerja BPD di Desa Suka Makmur Kecamatan
Patilanggio Kabupaten Pohuwato yang di operasionalkan melalui fungsi BPD
sebagai berikut: a). sebagai pelaksana fungsi pengawasan; b). sebagai pelaksana
fungsi legislasi; dan c). sebagai pelaksana fungsi penampung dan penyalur

aspirasi masyarakat, yang diukur melalui criteria sebagai berikut :
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1. Efesiensi

2. Efektivitas

3. Keadilan

4. Daya Tanggap

3.4 Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa 1 orang
2. Ketua BPD 1 orang
3. Anggota BPD 5 orang
4, Kaur-Kaur 4 orang
5.Tokoh Masyarakat 2 orang
Jumlah Informan 13 orang

3.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat
diperoleh (Arikunto, 2002: 107). Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut.

1. Sumber data primer, diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara
langsung, dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah yang akan
dibahas dalam hal ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa,
dan masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh wanita.
Untuk memperoleh sumber data primer digunakan teknik wawancara

dan observasi.
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2. Sumber data sekunder, untuk memperoleh sumber data sekunder penulis
menggunakan teknik dokumentasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan
mengumpulkan data melalui informan secara tertulis ataupun gambar-gambar
yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian di samping perlu menggunakan metode yang tepat, juga perlu
memilih alat dan teknik pengumpulan data yang relevan.

1. Observasi (Pengamatan )

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik
terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan
pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau
berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang
diselidiki, disebut observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung
adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu yang
akan diselidiki (Maman Rachman, 1999: 77). Observasi dalam penelitian ini
dilakukan dengan cara melihat secara langsung kinerja dan hasil kerja BPD di
Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.
2. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan
pertanyaan dan yang di wawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas
pertanyaan itu (Moleong, 2002: 133).Wawancara ini dilakukan dengan informan

yang memiliki pengetahuan secara mendalam terhadap permasalahan penelitian.
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3. Dokumentasi
Teknik dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis,
seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil
atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah
penelitian (Rachman, 1996: 96). Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk
mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian.
Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit
dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah.
3.7 Teknik Analisi Data
Analisis data dalam penelitian secara teknis dilaksanakan secara induktif
yaitu analisa yang dimulai dari pengumpulkan data, reduksi data, penyajian data,
dan verifikasi data (Miles dan Huberman, 1992: 20).
1. Pengumpulan data
Pengumpulan data adalah mengumpulkan data yang diperolen di
lapangan baik berupa catatan di lapangan, gambar, dokumen dan lainnya
diperiksa kembali, diatur dan kemudian diurutkan.
2. Reduksi data
Hasil penelitian dari lapangan sebagai bahan mentah dirangkum direduksi
kemudian disusun supaya lebih sistematis, yang di fokuskan pada pokok-
pokok dari hasil-hasil penelitian yang disusun secara sistematis untuk
mempermudah penelitian di dalam mencari kembali data yang diperoleh
apabila diperlukan kembali. Dari data-data tersebut peneliti membuat catatan

atau rangkaian yang disusun secara sistematis.
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3. Sajian data
Sajian data ini membantu peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau
bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian.

4. Verifikasi data
Dari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi,
kemudian peneliti mencari makna dari hasil penelitian atau dari hasil yang
terkumpul. Peneliti berusaha untuk mencari pola hubungan serta hal-hal
yang sering timbul. Dari hasil penelitian atau data yang diperoleh peneliti

membuat kesimpulan-kesimpulan kemudian di verifikasi.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gamabaran Umum Lokasi Penelitian
4.1.1 Asal-usul/Legenda Desa Suka Makmur

Tertulis / terdengar wilayah pemukiman warga yang begitu luas

membentang orang menyebutnya Dusun BAKIA, wilayah ini merupakan dataran

yang rendah yang ditumbuhi pepohonan dan Padang rumput yang luas menghijau
bak hamparan permadani yang dibeberapa bagian terdapat rawa-rawa yang
menghiasi  setiap pemandangan dibagian selatan sedangkan dibagian
utara,timur,barat, hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai meskipun
penduduk dalam kehidupan prinitif, Dusun “Bakia” yang terletak 17 Km kearah
Barat dari Kecamatan Marisa. Dusun ini  merupakan bagian dari wilayah
pemerintahan Desa lloheluma dan sampai saat ini letaknya berada di sebelah
selatan dari Desa itu. Hingga suatu ketika penduduk makin bertambah dengan
adanya arus perpindahan penduduk, banyak yang berdatangan dari berbagai
wilayah dan tinggal menetap di Dusun ini terutama dari Desa Imbodu yang
merupakan Induk pemekaran Desa lloheluma, Oleh para pemuka masyarakat
potensi ini tidaklah disia-siakan, pada setiap kesempatan mereka membahas masa
depan dusun mereka, maka bergulirlah sebuah ide bahwa Dusun BAKIA harus
berpisah dari Desa Induk dan menjadi sebuah Desa yang mandiri, ide pemekaran
ini terinformasi kemana-mana dan pusaran makin besar yang menyedot segala
aktivitas, perhatian dan pemikiran-pemikiran guna mewujudkan suatu harapan

baru dalam tatanan kehidupan yang baru dan hanya dalam hitungan bulan segala
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sesuatu telah dipersiapkan dengan matang dan tibalah saat-saat yang sudah lama
dinanti-nantikan.....saatnya pemekaran....!!!!, ketika itu masih ada satu hal yang
teramat penting untuk untuk berkelanjutan cita-cita ini yang seolah terlupakan
oleh semua pelaku pemekaran yakni nama dari desa dambaan ini. Selanjutnya
dibuatlah rapat untuk menentukan nama Desa, Dalam foérum tersebut terjadi suatu
musyawarah mufakat antara Pemerintah Desa lloheluma dengan Tokoh
Masyarakat yang ada di Desa Persiapan Pemekaran dengan hasil musyawarah
bahwa Desa itu diberikan nama Desa " SUKA MAKMUR " yang dilatar belakangi
oleh beberapa hal sebagai berikut :

4.1.2 Periode Kepemimpinan Desa Suka Makmur

Tabel : 4.1
Periode Kepemimpinan Desa Suka Makmur

No Periode Nama Kepala Desa Keterangan
1. [1994 s/d 1999 Dedo S. Moha Definitif
2. 11999 s/d 2005 Hasan Tunggi Definitif
3. 12005 s/d 2006 Darwin Tolingguhu, S.Sos Pih.

4. 2006 s/d 2006 Tahirun Nasaru,S.SOS Plh

5. 2006 s/d 2011 Ardjun B. Polimengo Definitif
6. |2011s/d 2012 Haris Olii, SH Plh.

7. 12012 S/d 2016 Ardjun B. Polimengo Definitif
8. 12016 s/d 2018 Kamaru Padjuli, SE Penjabat
9. 12018 S/d Sekarang |Badrun Yonu, S.Pd Definitif

Sumber : Kantor Desa Suka Makmur 2020
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Tabel :4.2
Keadaan Aparat Desa Suka Makmur
No Nama Jabatan Usia Masa Pendidikan.
Jabatan
1 Badrun Yonu, Kepala Desa 30 thn 2018 -Skrg S1
S.Pd
2 | Arman Tangahu, Sekretaris Desa 27 thn 2015 - skrg Sl
S.AP
3 | Rita Kartina Kaur Tata Usaha 44 Thn 2018 — skrg SMK
Dunggio & Umum
4 | Fatma Lumula, Kaur Keuangan 27 thn 2018 — skrg S1
S.Kom
5 Kaur
Yusuf Ahmad, SP Perencanaan 25 thn 2017 — skrg Sl
6 . Kasie
Agus Aguweli Pemerintahan 32 thn 2016 — skrg S1
: Kasie
7 | Yulianto B. Musa . 27 thn 2017 — skrg S1
Kesejahteraan
Suparman Supu, i
8 S Kom Kasie Pelayanan 23 thn 2017 - skrg S1
9 | Mohamad Nusi Kepala Dusun 30thn | 2018 -skrg SMK
Karya
10 | Ewin Aguweli Kepa_la Dusun 23 thn 2017 -skrg SMK
Bakia Barat
11. | Ahmad Nihe Kepala Dusun 26thn | 2015 - skrg s1
Bakia Timur
. - Kepala Dusun
12. | Raflin Pasiali Batonu 34 thn 2015 -skrg Paket C
Elpin Polimengo, Operator
13. S Kom Siskeudes 26 Thn 2017 -skrg S1
Arifin Ebu, Operator
14. S Kom Profil Desa 30 Thn 2015 -skrg S1
15, ITham Amlana, Staf Kaur 25 Thn 2019-Skrg s1
SH Keuangan
16. | Misna Yonu, SP Staf Kantor Desa 28 Thn 2018-Skrg Sl

Sumber : Kantor Desa Suka Makmur 2020
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4.1.3 Keadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Suka Makmur

Tabel : 4.3
Keadaan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Suka Makmur
No Nama Jabatan Usia Masa Jabatan | Pend.
1| Lismi Puluhulawa, Ketua 42Thn | 2018-Skrg | Sl
S.Pd.l
2 Hamzah Idrus, S.Pd | Wakil Ketua | 28 Thn | 2018 — Skrg S1
3 | Novin Kabila Sekretaris 29 Thn | 2018 — Skrg | Paket C
4 Suleman Moha Anggota 22 Thn | 2018 — Skrg SMA
S Liu Apajulu Anggota 38 Thn | 2018 — Skrg SMP
6 Nuni Pakaya Anggota 29 Thn | 2018- Skrg SMA
! Agus Tahir Anggota 29 Thn | 2018- Skrg SMP

Sumber : Kantor Desa Suka Makmur 2020

4.1.4 Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa

Tugas dan fungsi pemerintahan desa sesuai dengan aturan yang ditetapkan

oleh pemerintah, sebagai berikut :

A. Kepala Desa

1. Tugas kepala desa adalah sebagai berikut :

2. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa mempunyai Wewenang :

- Menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM

Desa)

- Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

- Mensosialisasikan RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada

masyarakat
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- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan bersama BPD

- Mengajukan rancangan Peraturan Desa.

- Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama
BPD

- Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB
Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD

- Membina kehidupan masyarakat desa

- Membina perekonomian desa

- Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

- Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapatmenunjuk
kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; dan

- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perudang-
undangan

. Dalam melaksanakan tugas dan wewenag sebagaimana dimaksud, Kepala

Desa mempunyai Kewajiban :

- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan
dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- Memelihara ketentraman dan keterlibatan masyarakat;

- Melaksanakan kehidupan demokrasi;
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- Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
- Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
- Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan
desa;
- Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- Mendamaikan perselisihamn masyarakat di desa
- Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat
istiadat;
- Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; serta
- Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan
hidup
B. Sekretaris Desa
Sekretaris Desa mempunyai tugas mengkoordinir dan menjalankan
administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan keuangan desa
serta memberikan pelayanan administrasi bagi pemerintah desa dan masyarakat.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris Desa
mempunyai fungsi :
- Pelaksana urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan

- Pelaksana urusan administrasi keuangan;
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Pelaksana administrasi pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan; serta

Pelaksana tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan.

C. Kepala Urusan Umum

Tugas kepala urusa umum, sebagai berikut :

Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan
kehidupan masyarakat desa;

Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum;
Memelihara dan melestarikan asset-aset pemerintah;

Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan

Membina dan melayani administrasi kependudukan; dan

Membina dan melayani perizinan.

D. Kepala Urusan Perencanaan

Tugas kepala Perencanaan, sebagai berikut :

Membantu Sekretaris desa dalam urusan perencanaan ;

Mengkoordinasikan urusan perencanaan Pembangunan Desa seperti
menyiapkan bahan penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, Menginventarisir data dalam rangka
pembangunan, melakukan monitoring evaluasi program serta penyusunan
berupa LPPD, IPPD, LKPJ Kepala Desa, Pengendalian pelaksananaan
pembangunan desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan
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E. Bendahara Desa

Bendahara desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan
administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Bendahara desa
merupakan bagian dari PPKD. PPKD atau Pelaksana Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa merupakan unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa
untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara di jabat oleh staf
pada Urusan Keuangan.

Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/
membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan
pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan
APBDesa.

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan
pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan
kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

F. Kepala Seksi Pemerintahan
Tugas kepala urusan pemerintahan, sebagai berikut :
- Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan
pemerintahan desa.
- Membantu sekretaris desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan

ketentraman dan ketertiban masyarakat;
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Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Desa baik menyangkut rancangan
Peraturan Desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pemerintahan desa;
Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa menyangkut urusan
perselisinan masyarakat; dan

Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun

. Kepala Seksi Kesejahteraan

Tugas kepala Seksi Kesejahteraansebagai berikut :

Membantu Kepala Desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan
pengelolaan pembangunan masyarakat desa

Membantu membina perekonomian desa

Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa baik menyangkut rancangan
peraturan desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pembangunan desa;

Penggalian dan pemanfaatan potensi desa.

. Kepala Seksi Pelayanan

Tugas kepala Seksi Pelayanan sebagai berikut :

Membantu Kepala Desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan
pengelolaan pembangunan masyarakat desa

Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan.

Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan
kewajiban masyarakat;

Menyiapkan administrasi dalam pelayanan kepada masyarakat

Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan administrasi;

Mengelola arsip dan dokumen administrasi pelayanan;
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- Meningkatkan upaya partisifasi masyarakat, pelestarian nilai budaya
masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
I. Kepala Dusun
Kepala dusun mempunyai tugas menjalankan kebijakan dan kegiatan kepala
desa bidang pemerintahan, bidang ketentraman dan ketertiban, bidang
pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
Kepala dusun mempunyai fungsi:
- Pelaksana kegiatan bidang pemerintahan, ketentraman dan Kketertiban,
bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
- Pelaksana peraturan desa di wilayah kerjanya; dan
- Pelaksana kebijakan kepala desa
J. Badan Pemusyawaratan Desa
Anggota BPD mempunyai Hak:
- Mengajukan rancangan peraturan desa
- Mengajukan pertanyaan
- Menyampaikan usul dan pendapat
- Memilih dan dipilih
- Memperoleh tunjangan
Anggota BPD mempunyai Kewajiban:
- Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesai Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-

undangan;



42

- Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa;

- Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesai;

- Menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

- Memproses pemilihan kepala desa;

- Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok
dan golongan;

- Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat
setempat; dan

- Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga
kemasyarakatan.

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BPD mempunyai fungsi:

- Merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan

- Mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan
berkembang di desa.

BPD mempunyai wewenang:

- Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa

- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan
Peraturan Kepala Desa;

- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
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Membentuk panitia pemilihan kepala desa.

Menggali, menampung, menghimpun, mmerumuskan dan menyalurkan
aspirasi masyarakat; dan

Menyusun tata tertib BPD.

Gambar 4.1
STRUKTUR ORAGANISASI DESA SUKA MAKMUR
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4.2 Hasil Penelitian

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan
visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (strategic
planning). Maka untuk melihat bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato” melalui
indikator
1. Efesiensi

Weihrich dan Koontz dalam Guswai (2009:52) menjelaskan bahwa efesiensi
adalah pencapaian sebuah sasaran akhir dengan memakai jumlah sumber daya
yang paling sedikit. Sedangkan Guswai sendiri menyatakan bahwa efesiensi yakni
ketika cara-cara kita dalam mencapai tujuan kita hanya membutuhkan sumber
daya sesedikit mungkin.

Maka untuk mengetahui efesien kinerja Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato, maka
penulis melakukan wawancara dengan informan berikut ini :

“Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Suka Makmur dalam

pencapaian tujuan organisasi senantiasa bersinergi dengan pemerintah desa

setempat dan stekholder yang berkepentingan untuk itu” (wawancara; BY,

Januari 2021)

Informan lainnya menyatakan bahwa :

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Suka Makmur selama

ini cukup baik, BPD mampu menampung dan menyalurkan segala aspirasi

masyarakat sehingga keberadaan organisasi ini sangat di butuhkan oleh
masyarakat” (wawancara; RI, Januari 2021)
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Sedangkan informan berikut tidak lain adalah wakil ketua BPD Desa Suka
makmur menyatakan bahwa :

“Badan Permusyawaratan Desa Suka Makmur membuat program rencana

jangka pendek atau pertahun yang disepakati oleh anggota BPD melalui

rapat Pleno BPD karena mengiingat pula masa jabatan BPD hanya 6 tahun

apabila tidak Ada pergantian antara waktu(PAW) “ (wawancara ; LP ,

Januari 2021)

Hal senada juga dinyatakan oleh informan yang kapastas sebagai anggota
BPD Desa Suka Makmur bahwa :

“ Badan Permusyawaratan Desa Suka Makmur dalam mencapai tujuan

organisasi senantiasa menggali, menampung dan menyampaikan aspirasi

masyarakat lewat musdus, musdes atau lingkungan masyarakat desa”

(wawancara ; NP, januari 2021)

Informan berikutnya memberikan penguawatan atas pernyataan informan di
atas menyatakan bahwa :

“Badan Permusyawaratan Desa Suka makmur, melalui rapat membahas dan

menyekapati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung

dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dan melakukan pengawasan

kinerja” (wawancara ; NK, januari 2021)

Begitu pula halnya dengan pernyataan dari informan lainya menyatakan
bahwa

“Cara kerja BPD dalam mencapai tujuan organisasi adalah membuat

program rencana jangka pendek atau pertahun yang disepakati bersama

anggota BPD melalui rapat pleno BPD” (wawancara ; SA, januari 2021)

Dari hasil wawancara dengan informan di atas tentang efesiensi kinerja
Badan Permusyawaratan Desa Suka Makmur Kecamatan patilanggio Kabupaten
Pohuwato dimana dalam pencapaian tujuan organisasi Badan Permusyaearatan

Desa senantiasa melakukan sinergitas program dengan pemerintah Desa melalui

perencanaan pembangunan yang dilakukan bersama — sama dengan pemangku
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kepentingan (stekholder) sehingga akan melahirkan program kerja yang benar-
benar mengakomodir aspirasi masyarakat secara menyeluruh.
2. Efektifitas

Menurut  Sudarmanto (2009:13) menyatakan bahwa efektivitas
menyangkut rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen
pembangunan. Pengerttian lain, menurut George Pualos dan Tannebaum
(Tangkilisan:2005 : 26) bahwa efektivitas adalah tingkat sejauh mana organisasi
yang merupakan system social dengan segala sumber daya dan sarana tertentu
yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari
ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya. Sedangkan menurut
Argris dalam Tangkilisan (2005:26) menyatakan bahwa efektivitas organisasi
adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan,
kemampuan dan pemanfaatan tenaga manusia.

Untuk memahami kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Suka
Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato dapat kita lihat melalui
wancara penulis dengan informan berikut ini menyatakan bahwa :

“Dalam Pendekatan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) Desa Suka Makmur dalam melaksanakan tugasnya adalah dengan

cara mengatasi informasi mengenai kebutuhan masyarakat yakni dengan

melalui musyawarah desa ( MusDesa), hal itu juga merupakan tuntutan
kepada Badan Permusyawaratan Desa agar mampu melakukan inovasi dan
tetap mengedepankan komunikasi dan koordinasi, oleh karena itu Badan

Permusyawaratan Desa harus memperhatikan Sumber Daya Manusia yang

tinggi dan daya saing dalam melaksanakan tugas — tugas yang menjadi

tanggung jawabnya, satu hal yang patut diberi apresiasi adalah ketua dan
anggota Badan Permusyawaratan Desa Suka Makmur rata-rata memilki
kualifikasi pendidikan sarjana S1 (strata satu). Terkait dengan sikap Badan

Permusyawaratan Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

hal sudah baik karena selalu mengutamakan kepentingan masyarakat”
(wawancara ; BY, Januari 2021).
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Pernyataan informan diatas dikuatkan oleh informan lainnya menyatakan
bahwa :

“Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugasnya melakukan
pendekatan musyawarah mufakat, begitu dengan kemampuan BPD hal ini
sudah baik karena saya melihat dari kualifikasi pendidikan rata sarjana jadi
soal kinerja tak bisa diragukan lagi” (wawancara ; LA, Januari 2021).

Lain halnya dengan informan lainya yang juga kapasitasnya sebagai anggota
BPD mentakan bahwa :

“Ketersediaan SDM dalam melaksanakan tugas BPD Masih Minim Karena
Belum Menguasai Atau Paham Permandgri 110 tahun 2016,Kemampuan
BPD dalam melaksanakan tugas belum Maksimal karena masih banyak
anggota BPD yang belum paham tupoksinya masing-masing, BPD
melaksanakan tugas dengan cara menggali aspirasi masyarakat, menampung
dan menyalurkan kepada pemerintah desa dan kecamatan (wawancara ; LP,
Januari 2021).

Pernyataan berikut lagi penulis berhasil mewawancarai informan adalah
anggota BPD menyatakan bahwa:

“BPD turun langsung ke bawah untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait
dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka, dalam menyampaikan aspirasi
belum maksimal karena belum paham akan tupoksi masing-masing kurang
sumber daya manusia dalam keanggota BPD” (wawancara ; NP, Januari
2021).

Begitu halnya pernyataan Anggota BPD yang juga penulis jadikan sebagai
informan dalam penelitian menyatakan bahwa :

“BPD turun langsung kemasyarakat yang butuh dalam menyampaikan
aspirasi dan hal demikian menurut saya lebih efektif ketimbang kita hanya
menunggu disini kita perlu menggunakan sistem jemput bola, sayang
kemampuan BPD dalam melaksanakan tugas belum maksimal kerena belum
paham akan tupoksi masing-masing, dan juga sumber daya manusia dalam
keanggotaan organisasi BPD masih kurang” (wawancara ; SM Januari 2021)
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Dari pernyataan — pernyataan informan sebelumnya informan berikutnya
memberikan penguatan terhadap Efektivitas kinerja BPD melalui pernyataannya
yang diwawancarai penulis bahwa :

“ketersediaan sumber daya manusia dalam organisasi BPD alhamdulilah

sumber daya manusia didukung oleh BPD dalam organisasi mereka dalam

hal kemampuan melaksanakan tugas kalau saya lihat sudah Maksimal
dalam melaksanakan tugas karena selalu berkomunikasi dengan masyarakat
tertentu terutama pemerintah setempat, pendekatan yang dilakukan BPD
dalam melaksanakan tugasnya yaitu sangat luar biasa yang mereka lakukan

dalam tugas” (wawncara ; YM, Januari 2021)

Dari hasil wawancara dengan informan diatas penulis dapat menyimpulkan
bahwa Badan Permusyawaratan Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio
Kabupaten Pohuwato untuk lebih mengefektifkan kinerjanya dalam hal menyahuti
berbagai kebutuhan masyarakat maka Badan Permusywarata Desa senantiasa
turun langsung kemasyarakat di tingkat bawah untuk menjaring aspirasi
masyarakat dan ditindak lanjuti dengan melaksanakan Musyawarah Desa
(Musdes) dan ini merupakan satu kemampuan yang ditunjukan oleh BPD untuk
menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di masyarakat tanpa harus
mengabaikan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan yang di
Desa setempat tak dapat dipungkiri pula bahwa kalau melihat pendidikan yang
dimiliki ketua dan anggota BPD sudah memadai, dengan pendidikan memadai
yang mereka miliki secara otomatis akan kinerjanya lebih efektif, inovatif dan
kreatif,

3. Keadilan

Menurut Sudarmanto (2009:12) keadilan adalah menyangkut distribusi dan

aloksi layanan yang diselenggarakan organisasi pelayanan public. Sedangkan
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Rawis (Shidarta, 1995 : 69) menyatakan bahwa keadilan adalah keseimbangan
antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Sementara itu menurut
Koehn (2000:97) keadilan adalah jika orang-orang mempunyai hak dalam
hubungan satau sama lain untuk kedudukan tertentu yang relative sama atau tidak
sama.

Dalam hal keadilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Suka makmur
Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato dalam mengemban tugasnya penulis

melakukan wawancara dengan infoman berikut menyatakan bahwa :
“pada dasarnya sikap Badan Permusywarata Desa di dalam memberikan
layanan kepada masyarakat senantiasa selalu mengutamakan apa yang
menjadi kepentingan masyarakat, Dengan Cara menampung semua usulan
yang disampaikan masyarakat dengan tidak membeda-bedakan masyarakat
yang lainnya untuk di perjuangan pada rapat bersama pemerintah desa
setempat (RPJMDES) persoalan kesiapan BPD dalam melayani masyarakat
kalau saya melihat BPD selalu membuka ruang informasi dan komunikasi

kepada masyarakat yang membutuhakan misalanya dalam hal perdagangan
dalam mendapatkan intervensi program.”( wawancara ; BY, Januari 2021).

Dari penuturan informan di atas melalui wawancara penulis terkait dengan
keadilan dapat disimpulkan bahwasanya Badan Permusyawaratan Desa Suka
Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato sudah berbuat adil kepada
masyarakat yang ada di Desa Suka Makmur Kecamatan patilanggio kabupten
Pohuwato, yaitu melalui pemberian layanan dengan tidak membeda bedakan
yang diberikan layanan, hal ini yang diharapkan .oleh masyarakat.

4. Daya Tanggap
Menurut Sudarmanto (2009:12) pengertian dari daya tanggap berkenaan

dengan kebutuhan vital masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara
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transparan. Pada ilmu manajemen public, daya tanggap sendiri berhubungan
dengan kemampuan/daya untuk merespon kebutuhan-kebutuhan pelanggan
(Tangkilisan.2005:26).

Pemahaman lain mengenai daya tanggap merupakan pertanggungjawaban
dari sisi yang menerima pelayanan (masyarakat), seberapa jauh mereka menilai,
dalam hal ini, pemerintah bersikap tanggap terhadap apa yang menjadi
permasalahan, kebutuhan, keluhan, dan aspirasi mereka (Tim LIPI1,2005)

Berikut ini wawancara penulis dengan informan yang terkait denngan daya
tanggap Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) Desa Suka Makmur Kecamatan
Patilanggio kabupaten Pohuwato dalam menjalankan tugas sebagai refresentasi
dari  masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan patilanggio Kabupaten
Pohuwato, menyatakan bahwa :

“Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) Desa Suka Makmur Kecamatan

Patilanggio kabupaten Pohuwato sebagai wakil masyarakat di desa setempat

tentunya tidak sekedar hanya duduk manis dan menerima gaji, tetapi selalu

berupaya dan berusaha melakukan hal terbaik untuk masyarakat terutama
memperhatikan dan menerima aspirasi dari masyarakat, denngan tetap
mengkoordinasikan kepada pemerintah desa hal-hal strategis kebutuhan
masyarakat setempat, maka satu-satunya cara yang dilakukan adalah
dengan membuka ruang komunikasi bersama masyarakat dan kepala
wilayah/kepala Dusun (Kadus) sebagai bentuk daya tanggap dan kepahaman

BPD terhadap masyarakat” ( wawancara ; BY, Januari 2021

Wawancara di atas penulis beroleh kesimpulan bahwa sebagai wujud
kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) Desa Suka Makmur Kecamatan
Patilanggio kabupaten Pohuwato senantiasa menyikapi / menanggapi aspirasi
masyarakat dengan jalan membuka ruang komunikasi untuk masyarakat dengan

tetap berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat bernagai persoalan

kebutuhan masyarakat, hal ini menurut penulis sudah baik.
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4.3. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat digambarkan
melalui pembahasan dari permasalahan penelitian tentang Kinerja Badan
Permusyawaratan (BPD) Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio Kabupaten
Pohuwato adalah sebagai berikut :
1. Efesiensi

Hasil penuturan informan dalam penelitian bahwa kinerja Badan
Permusyawaratan Desa, efesiensi kerja badan permusyawaratan desa dengan
melakukan tugasnya sebagai mitra dari pemerintahan melalui Kkegiatan
pembahasan anggaran pemerintahan desa yang di bicarakan bersama-sama
masyarakat serta anggota BPD. Dalam pelaksanaan musyawarah perencaanaan
pembangunan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung yang dilaksanakan
secara bersama-sama dengan seluruh stakeholders agar kegiatan efesien jika
dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk memaksimalkan pelaksanaan
pemabngunan dan pelayanan serta pengawasan Badan Permusyawaratan Desa
selalu  berkoordinasi dengan jajaran pemerintah desa. Peran Badan
Permusyawaratan Desa dalam menyukseskan program pemerintah desa, maka
BPD senantiasa melakukan pengawasan melalui pemantauan langsung terhadap
pelakasanaan setiap program. Hubungan yang terjalin antara pemerintah desa
dengan badan permusyawaratan desa merupakan implementasi peran dimana BDP
menjadi pendamping sekaligus pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan

yang ada di desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.
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Kinerja yang menjadi tujuan dari orgnisasi Badan Permusyawaratan Desa
Suka Makmur tercermin dari terjalinnya sinergitas dengan pemerintah Desa suka
makmur sehingga keberadaan peran Badan Permusyawaratan desa dirasakan
sangat penting oleh masyarakat dalam berbagai kegiatan terutama dalam
pelaksanaan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan . Meskipun
demikian adanya Badan permusyawaratan desa menjadi mitra yang senantiasa
didambakan oleh pemerintah dalam setiap persoalan yang dihadapi pemerintah di
desa suka makmur kecamatan patilanggio kabupaten pohuwato.

Keberadaan Badan permusyawaratan desa sangat di rasakan oleh
masyarakat karena dalam setiap pembahasan perogram di pemerintahan desa
terutama terkait dengan pelaksanaan musrenbangdes, BDP memberi ruang kepada
masayarakat agar selalu terbuka dalam menyampaikan usulan program sehingga
BPD akan senantiasa melakukan pendampingan sesuai dengan tugas dan
fungsinya yang ada. Maksud dilaksanakannya kegiatan ini secara terintegrasi
dengan pemerintahan desa suka makmur dengan pertimbangan atau selaras
dengan yang diharapkan bahwa dalam mewujudkan visi misi pemerintahan desa
suka makmur melalui pemanfaatan sumber daya yang sedikit namun dapat
memberikan dampak yang banyak kepada pemerintahan dan masyarakat.

2. Efektivitas

Efektifitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merupakan indikator
daripada kinerja yang memberikan gambaran terhadap Kkinerja Badan
Permusyawaratan Desa Suka Maksud Kecamatan Patilanggio Kabupaten

Pohuwato. Sebagaimana teorinya Sudarmanto (2009::13) dikatakan bahwa :
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efektivitas menyagkut rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi
agen pembangunan.

Untuk mewujudkan maksud di atas, maka Badan permusyawaratan desa
Suka makmur perlu melakukan berbagai pendekatan dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya sebagai mitra kerja dari pemerintahan desa Suka Makmur melalui
bergbagai kegiatan yang yang menjadi tugas dan tanggungjawab BPD terhadap
kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pelayanan, pembangunan maupun
pengawasan. Efektivitas kerja yang ingin dicapai tidak serta merta hanya
dilakukan oleh seorang ketua BDP, namun melibatkan semua unsur dan elemen
yang ada di BPD Desa Suka Makmur. Keterlibatan semua unsur akan menjadi
suatu bentuk pertanggungjawab secara organisatoris BPD Suka Makmur dengan
harapan akan mendapat dukungan serta apresiasi bersama-sama demi kepentingan
masyarakat suka makmur semata.

Efektivitas tugas badan permusyawaratan Desa Suka Makmur akan
membentuk organisasi Badan tersebut secara optimal dalam rangka mencapai
tujuan, kemampuan serta penggunaan tenaga Yyang handal. Badan
Permusyawaratan Desa Suka Makmur dalam pencapaian tujuan organisasinya
perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki
kualifikasi pendidikan yang maksimal. Hal dilakukan agar keberhasilan BPD
dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya akan memberikan hasil yang
maksimal pula atau berkualitas, memenuhi harapan serta memuaskan masyarakat
khususnya masyarakat di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten

Pohuwato. Suatu organisasi publik, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
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sebagai lembaga pelayanan publik yang diberi tugas yang sangat ditentukan oleh
adanya kualitas, kuantitas layanannya juga efektivitas dan efesiensinya. Oleh
sebab itu Badan {ermusyawaratan Desa lebih banyak mendekatkan diri kepada
masyarakat melalui kunjungan langsung kemasyarakat sehingga apa yang menjadi
aspirasi serta harapan masyarakat akan selaras dengan kondisi yang sesungguhnya
terjadi di masyarakat. Masyarakat masih membutuhkan sentuhan melalui
pemahaman terhadap tugas dan fungsi serta peran dari badan permusyawaratan
desa sebagai mitra sejajar dari pemerintahan Desa Suka Makmur Kecamatan
Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

3. Keadilan

Bentuk keadilam yang dimaksudkan dissini adalah merupakan indikator
Kinerja dari pada Badan Permusyawaratan Desa Suka Makmur yang di peroleh
dari hasil penelitian terhadap permasalahan peneltian. Sebagaimana diungkapkan
Sudarmanto (2009:12) bahwa yang dimaksud Keadilan adalah menyangkut
distribusi dan aloksi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi Publik.

Dapat diberikan penjelsan melalui pembahasan hasil penelitian bahwa sikap
adil yang ditunjukkan oleh seluruh unsur yang ada di lembaga Badan
Permusyawaratan DEsa Suka Makmur pada dasarnya anggota BPD di Desa Suka
makmur memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat banyak
dibanding dengan kebutuhan kelompok atau golongan apalagi hanya individu.
BDP sebagai organisasi yang berafiliasi dengan pemerintah serta masyarakat desa
suka makmur, senantiasa menunjukkan sikap yang secara terbuka kepada

siapapun masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, dengan tidak
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membeda-bedakan layanan kepada masyarakat. Perilaku semua unsur pada Badan
Permusyawaratan Desa Suka Makmur menjadi satu kesatuan yang utuh dalam
menyikapi serta menerima setiap ada permasalahan yang menjadi bagian yang
harus ditangani oleh BPD. Sikap terbuka serta memberikan keleluasaan kepada
masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan layanan yang menjadi bagian dari
tugas dan tanggungjawab BPD selalu menjadi skalaprioritas untuk di selesaikan.
Sehingga terkesan Badan Permusyawaratan desa tidak menunjukkan sikap yang
membeda-bedakan perlakuan kepada masyarakat khususnya masyarakat di Desa
Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwto..

4. Daya Tanggap

Pembahan tentang daya tanggap merupakan penggambaran dari kinerja
Badan Permusywaratan Desa Suka Makmur yang dapat dijelaskan berdasarkan
hasil penelitian yang merujuk pada pendapat sudarmanto tentang Daya tanggap
adalah : Daya tanggap berkenaan dengan kebutuhan vital masyarakat, dan dapat
dipertanggungjawabkan secara transparan. Daya tanggap berhubungan dengan
kemampuan/daya untuk merespon kebutuhan-kebutuhan pelanggan (Tangkilisan:
2005:26).

Daya tanggap dari Badan Permusyawaratan Desa Suka Makmur terhadap
leyanan kebutuhan masyarakat memperoleh perhatian yang baik dari unsur BPD.
Semua unsur yang ada di dalam organisasi ini sangat memperhatian apa-apa yang
menjadi aspirasi masyarakat terutama yang berkaitan dengan kebutuhan secara
umum. Badan Permusyawaratan Desa membangun komunikasi yang baik selama

dengan semua unsur masyarakat suka Makmur. Seperti membuka ruang diskusi
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dengan unsur kepala dusun maupun wilayah serta pemerintah desa secara terus
menerus terutama apabila ada permasalahan kebutuhan masyarakat yang urgen
untuk disikapi oleh kedua lembaga ini. Koordinasi serta inregritas dalam
membangun komitmen yang konsisten terhadap kepentingan publik. Hal-hal yang
menjadi rujukan untuk dibahas secara bersama-sama selalu memberi dampak
yang positif bagi badan permusyawaratn desa dengan unsur pemerintah di desa.
Penyelenggaraan pelayanan publik jika memerlukan keterliban BDP di
komunikasikan serta dikoordinasikan dengan baik. Daya tanggap yang menjadi
wujud pertanggungjawaban moral terhadap tugas dan fungsi yang diamanahkan
masyarakat menjadi pendorong BPD dalam menjalankan fungsinya secara baik
terutama melalui penyerapan aspirasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang
diselenggarakan bersama masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) suka makmur telah menunjukkan
kemampuan di dalam menyikapi setiap harapan masyarakat, sehingga BPD di

mata masyarakat menjadi lebih baik sekarang ini .
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58

Berdasarkan uaraian dari hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian di

atas, maka penilus dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Suka Makmur dalam

melaksanakan perananya sebagai lembaga mitra dari pemerintahan Desa
Suka Makmur telah melakukan tugas dan fungsi secara baik. Hubungan
baik yang terjalin dengan semua unsur yang ada di lingkungan
pemerintahan desa maupun dengan masyarakat sudah baik, Namun hal ini
perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi dalam lingkungan kerja yang
lebih bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat seperti pemberian
kesempatan kepada masyarakat yang benar-benar memnugi syarat dalam
pemberian bantuan yang sifatnya stimulus.

. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan
Desa ( BPD) Desa Suka Makmur telah melakukan tanggungjawabnya
sebagai lembaga yang menjadi penyaluran aspirasi dalam rangka
pelaksanakan serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta
pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan seluruh unsur yang ada baik
di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dalam rangka mencapai
visi misi dan tujuan dari lembaga BPD itu sendiri. Hal ini menunjukkan

bahwa Bada Permusyawaratan Desa Suka Makmur telah menjalankan
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tugas dan fungsinya dengan baik, namun perlu ditingkatkan terutama
pelibatan masyarakat berdasarkan potensi yang dimiliki masyarakat
tersebut agar lebih efektive dalam penjaringan aspiran.

. Keadilan merupakan pengejwantahan dari tugas dan fungsi Badan
Permusyawaratan Desa Suka Makmur melalui perilaku yang tidak
membeda-bedakan layanan kepada seluruh masyarakat di Desa Suka
Makmur. Perilaku adil yang ditunjukkan oleh semua unsur pada Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) mencakup layanan serta perlakuan yang
sesuai dengan harapan masyarakat sudah baik, dan perlu dipertahankan
maupun ditingkatkan. Mendahulukan kepentingan orang banyak daripada
kepentingan kelompok atau individu. Sikap yang selalu terbuka dengan
siapapun dalam penjaringan aspirasi pelaksanaan pembangunan di desa
Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

. Daya tanggap yang diwujudkan oleh unsur Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Desa Suka Makmur melalui keterbukaan serta respon yang
diberikan oleh anggota BPD terhadap aspirasi yang disampaikan
masyarakat terutama yang berhubungan langsung dengan kebutuhan
secara umum. BPD membangun komunikasi yang itens dengan unsur-
unsur masyarakat bersama pemerintahan desa dalam menjalankan tugas
dan tanggungjawabnya kepada masyarakat. Kemampuan dalam morespon
aspirasi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat secara

menyeluruh.
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5.2 Saran-saran
Meperhatikan pembahasan penelitian di atas, maka penulis dapat
memberikan sara- saran sebagai berikut :

1. Badan pemrmusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas dan fungsi
dalam pelayayan publik di Desa Suka Makmur memperoleh tanggapan baik
atau positif dari masyarakat dan unsur pemerintahan desa Suka Makmur, hal
ini perlu dipertahankan sehingga badan permusyawaratan desa benar-benar
menjadi mitra yang baik bagi pemerintahan Desa Suka Makmur Kecamatan
Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

2. Dalam melakasanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Suka Makmur senantiasa memperhatikan keberhasilan dalam pelayanan
sehingga dapat bersinergi dengan pemerintahan dalam segala aspek
pembangunan yang diharapkan seefesiensi mungkin kegiatannya sehingga
tidak menimnbulkan konnflik internal organisasi ini.

3. Perilaku Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) Desa Suka Makmur Kecamatan
Patilanggio Kabupaten Pohuwato memberi kesan kepada masyarakat bahwa
dalam perlakuan yang sama tanpa membedakan-bedakan layanan kepada
semua mayasrakat yang membutuhkan layanan BPD sudah Baik. Namun perlu
ditingkatkan serta dipertahankan sikap perilaku yang baik ini.

4. Kemampuan yang ditunjukkan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) desa Suka Makmur dalam merespon setiap persoalan terutama terkait
dengan pemayan, pembanguan serta pemberdayaan masyarakat menujukkan

prestasi yang baik sebab dalam menjalankan semua tugas dan fungsinya



61

bersinergi dengan pemerintahan Desa Suka Makmur, sehingga berkesan baik
bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan

Patilanggio Kabupaten Pohuwato.
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